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Sidang PERPPU Ormas, MK Dengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon 
  

Jakarta, 06 September 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil dan Materiil 
tentang Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A ayat (1), (2), dan (3) dan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
(PERPPU Ormas), dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon pada Rabu (06/09) pukul 
11.00 WIB. Perkara ini terdaftar dalam tujuh nomor yaitu 38/PUU-XV/2017, 39/PUU-XV/2017, 41/PUU-XV/2017, 
48/PUU-XV/2017, 49/PUU-XV/2017, 50/PUU-XV/2017 dan 52/PUU-XV/2017. 

Dalam Sidang Mendengarkan Keterangan Presiden dan Pihak Terkait (30/8), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 
mewakili Pemerintah menjawab frasa “menganut” pada Pasal 59 Ayat (4) huruf c Perppu Ormas yang didalilkan 
Ismail Yusanto (Pemohon Nomor 39). Pemerintah menyatakan sepakat dengan Pemohon karena “menganut” yang 
tertuju pada pemikiran tidak dapat dikriminalisasi. Namun demikian, Pemerintah menilai “menganut” juga bermakna 
perihal konkret, mulai dari mengembangkan ajaran dalam wujud tertulis, lisan, maupun AD/ART ormas itu sendiri. 
Pemerintah menyatakan tidak melarang untuk menganut dan mengajarkan paham tertentu, tetapi membatasi hal-hal 
yang bertentangan dengan Pancasila. Pasalnya, Pemerintah wajib menjaga utuhnya negara dan bangsa serta 
menciptakan ketertiban umum. Terkait dengan frasa yang ada pada Perppu Ormas tersebut, Pemerintah pun menilai 
bahwa pasal a quo tidak bisa berdiri sendiri sehingga pemaknaan tekstual pun tidak bisa dilakukan dengan serta-
merta. 

Terkait dengan dalil Aliansi Nusantara (Pemohon Nomor 41) yang menyatakan Perppu tersebut telah membatasi hak 
asasi manusia yang dilindungi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pemerintah berpendapat bahwa tidak ada kebebasan 
berserikat dan berkumpul yang dihalangi, baik selaku individu maupun kolektif. Dengan adanya Perppu Ormas 
tersebut, lanjutnya, Pemerintah justru memberikan kepastian hukum pada masyarakat yang berkeinginan membentuk 
ormas untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara berdasarkan UUD 1945 dan 
Pancasila. 

“Berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan Pancasila. 
Eksistensi keberadaan ormas adalah partisipasi masyarakat dan potensi kolektif masyarakat. Untuk itu, negara 
berkewajiban mengakui dan menjamin keberlangsungannya dan setiap warga negara berkewajiban menghormati 
dan negara harus mengatur keselarasan antara hak dan kebebasan individu dan hak kolektif warga negara tersebut,” 
terang Tjahjo dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat. 

Selain itu, Pemerintah menyampaikan bahwa negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum demokratis harus 
mengatur keselarasan antara hak dan kebebasan individu maupun kolektif. Pemenuhan moral harus sesuai untuk 
menjaga keutuhan negara dan bangsa. Untuk itu, pemerintah  wajib menjaga aktivitas ormas pada koridor hukum 
yang berlaku. Terkait dengan pengaturan eksistensi ormas, Tjahjo menyampaikan penilaian Pemerintah bahwa hal 
tersebut bukanlah suatu bentuk diskriminasi. Pada tiap pasal a quo tidak bersifat disriminatif karena di dalamnya tidak 
membeda-bedakan orang berdasarkan jenis kelamin, agama, pendidikan, politik, bahasa, dan lainnya. “Sifat 
demikian tidak terdapat dalam Perppu tersebut,” tandasnya. Menurut Pemerintah, situasi ormas yang ada pada saat 
ini telah secara terbuka melakukan tindakan yang sifatnya mengganti landasan konstitusional UUD 1945 dan 
Pancasila dengan yang lainnya. Tindakan ormas itulah yang memaksa Pemerintah untuk mengatur hal tersebut 
melalui Perppu. “Pemerintah melakukan pengawasan terhadap ormas yang nyata bertentangan dengan Pancasila 
dan hal itu diputuskan berdasarkan pertimbangan penuh. Jadi, ketika adanya pencabutan ormas, hal ini menunjukkan 
adanya pelanggaran terhadap Pancasila,” tegas Tjahjo di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. (ASF/Nano/Sari/Lul) 
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